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i Keauiatan Negara
(Suatu sumbangan pemikiran dalam rangka upaya o
meningkatkan meningkatkan kewaspadaan nasional, antara lain:
keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, penciptaan
lapangan kerja, penmgkatan pendlapatan dan kedaulatan Negera)

Sahaf

Pendahuluan

¥ cgara Kesatuan Repu
| blik Indonesia (NKRI)

N merupakan negara ke-

pulauan terbesar di dunia, yang
secara geografis berada pada ba-
tas dua samudra, dan rterletak
diantara dua benua dan memi-
liki + 18.110 pulau dengan garis
pantai sepanjang 108.000 km.
Berdasarkan Konvensi Hukum

Laut (UNCLOS) 1982, Imdonesia me-
miliki-kedaulatan~atas wilayah perairan
seluas 3,2 juta km2 yang terdiri dari
perairan kepulauan seluas 2,9 jura km?
dan laut teritorial seluas 0,3 juta km?,

Selain itu Indonesia juga mempunyai hak
cksklusif untuk memanfaatkan sumber
daya kelautan dan berbagai kepentingan
terkait seluas 2,7 juta km2 pada perair-




i '. _aﬂ ZEE (sampm:dengan 200 mil daﬂ

gans pangkal)

Dalam geoekonom1 dan geopohuk_::-:f
: 'global Endonesm be_rada pada titik
sangat strategis dl permmpangan an-

. tara pusat—pusat produsen dan kon-+
'_'sumen Pada. tahun 1998 ada seki- -

tar 44 % pelayaran dunia melalui
perairan [ndonesia, Sedangkan untuk

pelayaran perdagangan di cekungan __
Asia Pasifik ada selutar 95 % pela- .

.tempuh juga akan semakin lama ser-
yaran. meiaiul peralran Indonesxa,

dimana 72 % dlantaranya melewari
selat Malaka.

Dari segi pasokan bahan baku dan
energi, selat Malaka dan selat-selat lain
juga memegang peran yang sangat vi-
tal, ada 60,000 s/d 70,000 kapal per
tahun yang melayari celah sempir Se-
lat Malaka saja,\termasuk diantara-
nya sepertiga armada tanker minyak
Kebutuhan e-
nergt untuk Jepang dan Korea;.80%
- nya dipasok dari minyak, gas dan
LNG yang ditransportasikan melalui
Alur-alur Laut Kepulauan Indonesia
(ALKI). Kapal-kapal dagang lalu-la-
lang mengangkut komoditas mentah
dan barang produk jadi dengan sa-
ngat sibuknya melalui perairan kita.

dunia melewatinya.

Urat nadi perekonomian dunia, ada

ds tangan Indonesm, dan dxakul Oi_fih"';'*'”--.

. armada pelayaran duma terpaksa beréﬁ?‘_; :
_ 'layar lebih jauh, Sebaglan akan -
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'melahu Selat Sunda, Selat Lombok:'_-:_'

_ ataupun Laut Banda ketiganya pun-_'-_-:. -

masih di perairan Indonesia dan a-

~pabila kapal-kapal tersebut menem—f |

puh petlayaran yang lebih jauh, wakeu

ta uang tambang (ffeigh) arau biaya
transportasi secara umum akan naik
pula yang berakibat kepada kenaik-
an harga komoditi yang dlangkut it
sendiri. ;|

Diramalkan, negara-negara di kawa-
san cekungan Pasifik akan mengalami
peningkatan import minyak dan gas
sebesar 43 % antara tahun 1997 hing-
ga 2020. Dengan semakin lajunya
kebutuhan import minyak oleli China
(dan negara-negara Asia Timur) dari
Timur-Tengah " tersebut, maka Selat
Malaka secara geopolitik akan sema-
kin memiliki nilai strategis.

Asia Timur dan Timur Tengah dari
tahun ke tahun akan semakin saling
tergantung, dan Indonesia yang me-
nguasai jalur perdagangannya scharus-
nya mendapatkan keuntungan kare-




. *;transportam iaut mereka

“‘demildan keuntungan tersebut ha.qu"‘ i

s ;".iah dmsahakan oich Indonesta sendl-'} =

o terangga kita, Smgapura yang secara

- cerdik telah dapat mengoptimalkan'_-:i
T _keuntungan Eetak georaﬁsnya diSelat

- Malaka dengan menjadikan Nega;:a_.'.'
-pulaunya sebagai Hub (pemusatan)
dari. segaia macam kegiatan- berkaitan-
dengan keuangan perdagangan, trans-

portasi, logistik dan lain sebagainya,

Unfuk mengo_pt.i"mal.kan nilai m@nfa—.

at sumberdaya kelautan bagi pengem-
bangan wilayah secara berkelanjuran
dan- menjamin kepentingan. umum
secara luas, diperlukan intervensi
kebijakan dan penanganan khusus
oleh Pemerintah untuk pengelolaan
wilayah maritim namun demikian
masalah-masalah kelautan termasuk
pembangunan -ekonomi kelautan
mempunyai hubungan yangerat de-
ngan ketentuan-ketentuan hukum
internasional. Oleh karena itu da-
lam . pembangunan terkait masalah
kelautan di Indonesia, ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam kon-
vensi-konvensi internasional haruslah
menjadi acuan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi

_f '-'::PBB tentang Hukum Laut 1982 (
n - Uml’ed Natzom Conventzan on Lazw 3
 of the Sea ) yang lebih kira kenal
____dengan sebutan UNCLOS tersebmf_: 8
: 'dengan Undang—Undang No. 17, Tav._'.'_

i sebagaimana keberhasﬂan negara:

hun 1985 sehmgga dengan dermkl-.'
“an. Konven31 tersebut berlaku- bagi}'_
| Indonesxa Setelah meranﬁkam, NKRI .

diterima dan- ditetapkan sebagal ne-

gara kepul_auan ‘yang mempunyai laut

pedalaman. - Artinya, laut di dalam
negara kepulauan (Indonesia) adalah
wilayah yuridiksi negara. Hal ini
bukannya tanpa konsekuensi, karena
Indonesia harus menyediakan jalur
laut yang aman guna menghubung-
kan dua lautan bebas yaitu Samudra
Pasifik dan Samudra Hindia bagi
pengguna umum. Karena itu, Indo-
nesia menetapkan tiga Alur Laut
Kepulauan Indonesia/ALKI yang
memotong wilayah perairan {dalam)
Negara Kesatuan Republik Indone-
sia, Alur laut ini dapat digunakan
umum seperti halnya ladt bebas.

Peraturan-peraturan tentang Ke-
navigasian, Keselamatan Kapal dan
Keselamatan Pelayaran merupakan
peraturan yang bersifat internasional.
Oleh karena itu, peraturan-peratur-
an tersebut mendasarkan diri pada
konvensi-konvensi internasional ter-
utama pada konvensi-konvensi yang




=lah _iratiﬁk&& oich Pemermmh
' _bllk Indonesm B

- '.'.Jasa Pelayanan Khusus _ﬁ

o '-5'_-f_"j_UR'SIAij-.tiéiéi-';févqlL-:I\?JJUL'I;A"G"USTUS 2'008-;-N5*1

k1an, dalam UNCLOS 82 pasal 26
B ayat 1 tercantum “Tidak ada pungur
o am yang dapar dibebankan pada Fa-
e pal asing /mnya karénmanelintasi laut:f'_': |
: rerzrorza[’ ‘tetapi pada ayat 2 dlkata-'-;-f.

. o kint Pungumﬂ dapatdzbeéanéan pzzda'_;:.l :'

Sebagal negara. kepulauan yang besar-_ "
o dengan luasnya perairan serta panjang’
garis pantainya serta situasi dan kon-

- disi khusus yang berpengaruh kepa-
da tranportam 1aut memerlukan pula

pengatutan yang bersifat khusus, ter-

masuk penambahan, peningkatan
muru dan perawatan alar bantu na-
vigasi- (aids to navigation) untuk
menyediakan jalur laut yang aman
serta -menghilangkan image of black
area di wilayah Indonesia. Pemerin-
tah Republik Indonesia harus berju-
ang lebih gigih lagi agar pengakuan
internasional sebagai negara kepulavan
yang.sudah diperoleh tidak gugur.
Namun, di sisi lain terap dapat meng-
atur-arus lalu lintas lautidan udara di
wilayah kedaulatannya, tanpaumeng-
abaikan kepentingan negara-negara
lain di dunia.

Semua itu tentu memburuhkan bia-
ya yang tidak kecil, peluang menda-
patkan kompensasi dari berbagai
pungutan dilaut kita terhadap peng-
guna umum haruslah diusahakan se-
cara gigih dan cerdas, namun demi-

kapal asing yang melintasi laus terizo
rial hanya sebagai pembayczmn bagl_é:_..:

pelayanan kbusus yang diberikan e
pada /ezzp;zl tersebut. Pungutan i
harus dibebankan tanpa dz’skrimz‘fz_z:z_-"i_.'

L

LY 2N

Dengan demikian, jelas bahwa pu-
ngutan dapar dilakukan pada kapal
asing yang melakukan lintas damai
diperairan kita dengan syarat bahwa
harus ada jasa pelayanan khusus yang

diberikan,

Jasa Pemanduan

Dari beberapa kemungkinan” jenis
jasa pelayanan khusus;“maka yang
mungkin dapatkita berikan dan dapat
ditagihkan kepada kapal-kapal asing
yang melakukan lintas damai di per-
airan Indonesia antara lain adalah
Pilotage atau jasa pemanduan.

Sesuai dengan Pasal 198 Undang-
Undang No. 17 Tahun 2008 menye-
butkan :




L '-_._'j--_-iiancaran berlaiu hntas di'pera_{ran: ;

ik _f:tapkan pemiran tergefitu. sebagal
-.;.'--_f--;;”:"Zj'peralran wajib pandu da_n perair—_'

S -?E__an pandu iuar blasa, '

“y, }Seuap kapal yang berlayar dip per

~airan wajib- pandu dan perairan

R pandu luar biasa menggunakan jasa
' .pemanduan,

3. Penyelenggaraan pemanduan chia— _
kukan oleh Otoritas Pelabuhan arau :: bertambah Jumlahnya seiring dengan
Unit Penyelenggara Pelabu.han dan

dapat dilimpahkan kepada Badan

Usaha Pelabuban yang memenuhl

persyaratan;

gaimana dlma.ksud pada ayat (3)
dipungut biaya.

Selain menjaga keselamaran dan ke-
amanan berlayar, pemanduan ini juga
dapat meningkatkan pendapatan ne-
gara dan membuka lapangan kerja,
dan yang paling utama adalah mem-
berikan keamanan bagi kapal-kapal
asing yang melintas di perairan (faut
teritorial) Indonesia.

Saat ini terdapat 53 lokasi perairan
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Um:uk kepentmgan cselamatanj.-_i}z_”_j'_ - pandu .
an '””_'_'.:__.'pemaran__-.pandu Iuar b;asa (PPLB)
DPWP adaiah s suatu permmn yang karena -

S :'-"::_-Q"if_'dan pelal _uhan Pemermtah mene-

fkondmz perazrannya Wa}lb dllaksanaw_'__
}'_.-kan pemanduan bagi kapai berukur-
an tonase kotor tertentu, sedangkanﬁ; g
N PPLB adalah suatu Wliayah peralran:_-
s -j__".yang karena kondisi- perairannya. t1-:_
dak: Wa;1b dliakukan pemanduan,"-
‘namun-apabila nahkoda memerlukan
_ pemanduan dapar mengajukan per-
© mintaan untuk menggunakan fasili-
. das pemanduan. Di masa mendatang

lokasi PWP dan PPLB tentu akan

menmgkamya pcrkembangan pereko-
nomian nasional. Dengan demikian
'-;elas bahwa ‘jasa pemanduan harus
. didahului dengan penctapan PWP atau

i PPLB 'o'l_eh pemerintah. Kalau kita

4. Penyelenggataan pemanduan éébé;"' 'mengacu kepada peluang yang ada

sekarang maka mungkin sudah saaef

- nya Pemerintah menctapkan perair-

an-perairan tertentu umpamanya
ALKI (Alur Laur Kepulauan Indone-

sia)“sebagai perairan wajib pandu.

Pada saat tulisan ini disusun, di Ja-
karta dan Tanjung Balai Karimun
tengah berlangsung kegiatan pelatih-
an pandu Selat Malaka dan Selat
Singapura sebagai tindak lanjur Ke-
putusan Direkrur Jenderal Perhubung-
an Laut Nomor PU.63/1/7/DJPL-07




nyden gd .aan. pe .l.zitlhah tc_orx pén?"

u Sei_&t Malaka _—_- Sela

' l}_-dan Selar Malaka dan Selar Smeapura

p&da Lenmtaannya sudah dltetapkan
s l_sebaoal perzuran pemanduan luar bi-

: '__J-_asa (PPLB) du_ncran ‘surat. keputusan
.'.Dxrektur ]cndeml Perhubuncran Laur
'}-Nomor BU. 63/1/8/DJPL tancrcral 28
o Dusember 2006

_. _JU_R;_\'_; ALcsICI -.'f_v{si.-:..;_IﬁkijULi;Ad'USru_s. 2008 - No

n "..:___ff(NOrZ Compulsary leomge Arm) f'.jadl
'.._51fatnya adalah vo[wztmg;, dengan de-f._
":"mxklan hamptr dapac dipastikan bah~i_

Sm'crapura.
wa jumlah kapal yaugmelintas Selat

B _dencran peser:a sekltar 33 tcnacra, pandu 3

_"Malal‘.a dan Selar Singapiua. yanv}

“mau’ menocunakan jasa pemanduan

'ia.lza akan minim, karena muncrkm_'.
'menozmg ap pemanduan semacam ity
- malah memperlambat jalannya pe[a—'
.yaran kapal-kapal rersebut. '

@5
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Gbr. 1 Selat Matzka dan Singapura

Seperti telah disinggung sebelumnya,
PPLB arau perairan pandu luar biasa
merupakan suatu wilayah perairan
pemanduan yang karena kondisi per-
airannya tidak/belum mewajibkan
kapal-kapal untuk memakai pandu

Kesimpulannya, khusus untuk Selat
Malaka dibagian alur lalu linas ka-
pal yang berada diwilayah reritorial
Indonesia yaitu untuk Easr-bound
(arah ke Timur) perlu ditetapkan
sebagai PWP Dengan demikian di-
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: ;__pal kapai pendwuﬁa selat tsb
) :.:ruciak memakai Pandu

3 'zia‘cau" asosmm asosiasi- perkapalan du—"f-'_"
mia adalah bahwa pemanduan alkan

':?'.{.-::-”men}adx faksor yana memperiambat.

Gbr. 2 Selat Singapura

Namun harus kita sadari bahwa pe-
netapan peraitan wajib pandu oleh
pemerintah Indonesia khususnya
untuk Selat Malaka akan mengundang
banyak resistensi Inrernasional teru-
tama dari negara-negara pengguna
(wser states) yang antara lain meng-
anggap kelancaran lalulintas kapal di
Selat Malaka berkaitan langsung de-
ngan kepentingan Nasionalnya, ter-
utama didalam transportasi energi

seperti pasokan bahan bakar minyak.

Argumentasi umum yang akan digu-
nakan oleh negara-negara pengguna

bahkan menghambat pelayaran kapai—
kapalnya yang juga berlawanan de-
ngan prinsip Transit Pange/lmms
damai secara ridak terputus_sesuai

UNCLOS 82.

Disinilah perlunya kemampuan negara
selat/pantai terutama Indonesia uncuk
menyiapkan argumentasi yang beztﬂ_—
betul mengena memakai aspek kese-
lamatan pelayaran maupun lingkung-
an hidup disamping tentunya aspek
keamanan dan ekonomi sebagai bagian
dari penegakan kedaulatan kica yang

merupakan agenda sebenarnya.




o .:'-Pada_pertemuan T TEG ( Y}zpartzrf "

"iml Expy z‘sﬁ:'_Gmup) ke 32 ch

o _“.'Manado laporan plhak Malaysm secg-

1 ofisial menyatakan edaran (gue;tzw

‘onaires). yang dikmmkan ke para pe-
- makai Selat yairu antara lain SIGGTO

Australia dan Papua New Guinea

| :dan INTERTAN KO terk,alt dengan'.':-:_:.}_didalam menghamskan semua kapal

rencana Vbluntmj/ leomge dak men-f-

hat denganjelas sebagau bentuk keeng~ :

ganan Internasional terhadap ide pe-

segi kewaspadaan perlu juga klta
sclidiki alasan mengapa tidak ada tang-

gapan, atau benarkah edaran tersebut

telah dikirimkan ke badan-baﬁdénmter-
sebut oleh Malaysia, juga jika ternya-
ta bahwa edaran tersebur ridak diki-
rimkan apa alasannya? Selanjutnya
perlu juga kira sadari, sebagaimana kira
mempunyai agenda kira sendiri di
dalam penetapan kebijakan-kebijakan
kita yang berkaitan dengan Selar Ma-
laka, tentu demikian juga.halnya de-
ngan Malaysia dan Singapura.

Bgléjar dari pengalaman
Australia dan Papua New
Guinea

Walaupun dapat dipastikan bahwa
kekuatan-kekuatan maritim dunia
akan berusaha menolak rencana pe-

e JURNALCSIC! VQINIJULIAGUSTuszoos No.3

:_Znetapan tersebut, kn:a sudah mular"- .
. -mendapat dukungan langsung seper«-z'__:
ti halnya dari, «pihak India, maupunj'_'
dukungan tdak langsing yaitu dari
_contoh tindakan yang dilakukap oleh

~asing yang melewati Selat Torres
dapat tanggapan ‘Hal Ini bisa kira i~ untuk memakai pandu rermasuk ka_pal '
-_:'_}'yang hanya melakukan lintas transir
*dan udak memasuki salah satu pela-
manduan di slar Malaka. Namun dari -

“buhan. dan negara-negara selat terse-

but, dengan alasan untuk melindungi
lmgkungan kelautannya yang peka.

'Periu dicatat bahwa Singapura secara
‘tegas menolak kebijakan Australia
yang dapar kita lihat dari pernyataan
Vanu Gopala Menon Duta Besar
Tetap Singapura untuk PBB pada 7%e
General Assembly Debate on Agenda
ftem 77(A): Oceans and The Law of
T he Sea, tanggal 10 December 2007,
.................... unfortunately, Aus-
tralia continues to operate the compel-
sory pilotage'system in the Torres Strait.
This requirement of taking a pilot on
board is imposed on all ships transit-
ing the Strait. It is not just a condi-
tion of entry for Australian ports. In
Singapores view, this goes beyond what
is permitted by Article 42 of the Con-
vention. The requirement to take a piloz
on board, which Australia will enforce
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uszng its: criminal laws, 'lsériéiz}bf uns
dermmes the rngr of transit pa_fm’gef :

-"w}azcla all vesseZs mjoy umfer the C'on-"-

S vmtzon ...... PR ¢ Ausfmlm contmues'--.

o mrfue t/mt the campulso;y pzlomaé

system is. consistent - wzt/a the Comzen— -

tion. became z‘/ae C'onvmtzon daes not-
.'explzcztly pra/azbzr itasa mmm of
: en/mncmg navzgatzonal
_ Awtmlza also ‘continues
t0 clazm rhz,zt the compulsory pilotage
system has the approval of IMO. Both
of ‘these, clatms are untrue.i.......,
Singapore continues to take a very se-
rious vigw of Australias compulsory
pilotage system, which we see as a con-
travention of the Convention. We have
made these potnts clearly to Austra-

22

Sebagai catatan dan motivasi kira,
kalau kita lihat'khususnya di Selat
Malaka ini arus lalw lintas yang me-
nuju ke Timur selurthaya berada
pada sisi laut teritorial kira, sedang-
kan yang menuju ke Barat terbagi di
sisi Malaysia dan Singapura (lihat gbr.
1 dan 2) dan lebih jauh lagi perlu
kita sadari bahwa 2/3 luas wilayah
laut yang terdapat di ASEAN adalah
wilayah laut Indonesia! Oleh karena-
nya jika kira berbicara tentang sega-
la macam aspek kelautan dan penge-
lolaannya diforum internasional ma-

safe- :

napun, seyogyanyalah kalau kita

(baca: Indonesm) seialu dapat bcrsxkap -

sebagai. pemlhk utama wxlayah laut
ASEAN yang juga sebagal negara.

'_'kepulauan terbesar diduniay dan a-

dalah kurang tepat jika berbicara'.::

: tentang kebija!«:an ‘maritim di wﬂa{

yah ASEAN seolah-olah negara pan» :
tai lainnya yairu terangga-tetangga
kita Iebih dominan karena secara
cerdik lebth menyuarakan kepenting-

an internasional.

Kita tentu dapat mengerti sebab
kekuatiran Singapura yang mempu-
nyai prinsip .dan 'égenda internasio-
nalisasi Selav Malaka terhadap lang-
kah Australia yang menetapkan PWP
di selat Torres tersebut, karena tin-
dakan tersebut akan dapat menjadi
referensi serta memicu usaha yang
sama dari Indonesia dan Malaysia di
Selat Malaka, disini dapat kita lihat
standar ganda yang dimainkan oleh
Singapura yang notabene adalah ang-
gota- L I'EGykarena kita semua me-
ngetahui bahwa jasa pemanduan yang
tidak dilakukan oleh badan yang di-
akui oleh Negara pantai (apapun
bentuknya) adalah liar. Bukti bahwa
jasa pemanduan liar itu ada, dapar
kita temukan di Internet seperti be-
berapa perusahaan asing berlokasi di
Singapura yaitu StrasseLink Pre. Ltd,




| www zss—s/yqbpmg "com') yang berpatok»'
. '_."_:an pacia ResoluSL MO A858¢ (20):-_-

'.Annex 1, SN/CH‘C 198 menjalankan

o '_dan menawarkan Marme Adwsa;:y
. Service atau Malzzcca Strasts leomge-
terbuka ~melalui

Servzces secara
_ _Intemet tanpa ada komentar sedikit-

pun. dari pcmenntah Smgapura da—
'lam forum TTEG. . -

Bukii lain standar ganda Slngapura
tersebut adalah- pada masalah pence-
maran ; laut, yaitu tertangkapnya 2
kapal berbendera Singapura.yang di-
miliki warganegara Singapura oleh
TNI-AL kita yaitu kapal tanker MT;
Hafai. dan: kapal -.tlinda---Bright Star
pada tanggal 24 Juli 2008 yang baru
lalu di perairan Pulau Sambu di wi-
layah . teritorial "kita. MT. Hafai ke-
dapatan membuang, 2000 meter ku-
bik limbah minyak mentah dan ka-
pal tersebut sudah melakukan, pem-
buangan limbah d1w1Iayah kita sela-
ma 2 tahun,

Banyak bukti lain yang dapat kita
pakai seperti kalau kita ingat kem-
bali bagaimana Singapura secara t-
dak langsung mengorganisir penge-
rukan dan import pasir laut dari
wilayah kita untuk keperluan rekla-

o -'.jURNAi;' -té'i_';c_'i1#:&?51';'-f.iV]JULILAé'UéTUSlzobé No -

| ma51 yang mengalﬂbatkan kerusakan
";'-' - yang cukup besar bagi. hngkungan}f_'
.'__kelauts.n di- Keprz sebaliknya Singa-

pura selalu mendengungkan kepada -

:duma bahwa scolah-olah ‘merekalah
_ _-Yang palmg sadar - tentang Pemmg-f:’._

nya kelestarian lingkungan hidup.

_'dlkawasan ASEAN; belum lagi tens:

tang masalah keengganan Singapura
untuk mengekstradisi 18.000 juta-
wan bermasalah asal Indonesia yang
berdiam di Singapura dengan mak-
sud menarik kembali aset keuangan
sebesar 87 miliar dolar Amerika yang
dikangkangi mereka, namun dilain
forum Singapura selalu mendengung-
kan prinsip pemerintahannya yang
bebas dari korupsi.

Lebih lanjur, berbicara mengenai ke-
selamatan pelayaran (szf¢zy) maka sam-
pai saat ini penggunaan pandu seba’
gal petugas yang menguasai seluk be-
luk suatu perairan setempat untuk
membantu Nakhoda diatas kapal masih
sangatrelevan, tetapi jika kita melihar
praktek pemanduan liar yang tidak
secara resmi diketahui oleh masing-
masing negara pantai maka seyogya-
nya kita mewaspadai praktek tersebut
antara lain sebagai peluang bagi aksi
terorisme, karena pada akhirnya kea-
manan dilaut (maritime security) secara
internasional menjadi taruhannya.
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Oleh karenanya suaru’ pemanduan
o :"-yancr resmi-dan- dxlakukan oleh per-

somil- persomi yano bcrkomperent .

serta tercatat (diakui- oleh.negara

. penyelcnggam pemanduan) mutlak_
: :-Zdlperiukan, terlebih lacl dlperairan "

seperti Selat Malaka yang menjadi
sorotan’ duma sciama dasawarsa tera-

; khlr 1111. :

Aus_t_ralia didaiam usahanya unruk
membetlakukan perairan wajib pan-
du di Selac Torres, memakai argu-
mentasi babhwa hal itu diberlakukan
untuk melindungi lingkungan kela-
utan yang peka di Selat, meningkat-
kan keselamatan pelayaran dibagian-
bagian selat yang sempit dan kajra,

= _serta memastikan amannya alur: per—"
dagancran melalm Selat tersebur. -

Kapai y&&iﬁelintési Selat tefsébﬁt'”

fanpa meggunakan Pandu menc1pta— E
'kan resiko: ka,ndas yang dapat menga "

halancrl lalulintas. aman kapal linnya, .'

.'serta menyebabkan potensi‘kerisak- -
“an jangka panjang bagi lingkungan

kelautan serca sumber alamnya.  Oleh
karenanya bagi kita (baca:Indonesia)
muagkin perlu kira tuliskan kembali
tentang kegunaan jasa pemanduan di
Selat Malaka yang dapar kita kemu-
kakan ‘nantinya kepada para pema-
kai selar khususnya maupun dunia
internasional umumnya tentang larar

belakang: penetapan PWP atau per-

Gbr.3 Perairan Wajib Pandu - Selat Torres




: '.'.alran Wajlb pandu yang antara lain |

| adalah

khoda dars kelelahan bemawgasx,
karena leb1h menguasai perairan lo-
kal serta mengetahux karaktensuk
lalu—hntas selat pada t1t1k—-t1t1k dan
waktu»waktu tertentu '

2. 'I_’e_tug’as_ _--_pandu ;- -kita Idapa_t: - berko-
ordinasi dalam bahasa Indonesia
ketika diperlukan unruk berkomu-
nikasi secara lebih baik dengan
- kapal-kapal lokal maupun stasiun-
5 _s_tasiun ‘radio serta stasiun-stasiun
(VTS = Vessel Traffic Systern) yang

akan selesai dipasang pada tahun

sia.

3. Pada situasi’ tcrtentu, kehadzran__:'_'
Petugas Pandu kita “akan_ dapar

lebih melancarkan komunikésidan
koordinasi-keamanan lewat radio
dengan berbagai pihak Instansi
Keamanan seperti pihak TNI-AL,
POLRI, BAKORKAMLA, KPLP,
BASARNAS dan Bea Culkai di wi-
layah perairan Indonesia, dan ke-
tika kelak COASTGUARD Indo-
nesia sudah terbenruk, komunikasi
dan koordinasi keamanan selat di
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2009 diwilayah perairan Indone- e

Selanjutnya, belajar dari usaha Aus-
- tralia dan Papua New Guinea dalam
_ pe:masaiahan Selat Torres,

. teritorial Indonesia akan semakin
 sederhana dan efisien; karena Pandu -

5 : : - 7o _dlatas kapal hanya berkomunikasi -
' 1 Kehad;ran Petugas Pandu kita_ '
' dapat membanm mermgankan Na-

- dan betkoordinasi ‘dengan sa__tu_:__-'
-[._-ins_ta_nsi -yang multiﬁmgsi. - '

4._D1dalam situasi darurat, petugas'-."
~“pandu kita dapat memberikan -
solusi yang terbaik bagi kapal;
ABK dan muatannya, karena Je-
bih menguasai keadaan dan pera-
turan setempat terutama keadaan
daerah pesisir di wilayah perairan

kira .

5. Dengan semua akumulasi kelebih-
an tersebur diatas, petugas pandu
kita menjadi faktor penting yang
dapat mengurangi insurance rish.

sgpertl

yang telah dikemukakan pihak Indo-
nesia pada TTEG ke32 di Manado,
petlujugakita perjelas hal-hal yang
menjadi kekuatiran kita sebagai ne-
gara pantai terpanjang di Selat Ma-
laka rerhadap kemungkinan kerugi-
an yang dapat saja terjadi sebagai
akibat kepadatan lalu-lintas berbagai
jenis kapal dan muatannya yang an-
tara lain dapar disusun sebagai beri-
kut :




b _Tubrukan arau kandasnya sebuah':
-_-'f:"kapal tanker raksasa dengan mu- -
~amn mmyak mentah didaerah se- -
_:Iat yang semplt dapat mengakxbat— .
| ::5':I<an tumpa_han mmya_k yang selan- 2

R '_kedua sisi. selat yang selam meru—_

sk hngkungaﬂ hxdup kelautan j juga - 3

. _'dapat mengganggu. kehidupa.n dan
f:__-keglatan penduduk pesisir: yang
padat, terutama ‘nelayan, pariwi-

‘sata dan kepelabuhanan. Sebagai
contoh 1 ton minyak mentah
dapat menyebar menutupi permu-

‘kaan perairan seluas 1 Ha dengan

-.ketebalan 0 1 mm.

. Tubrukan kapai tanker LNG da-
pat mengakibatkan bencana ledak-
~an yang dahsyat bagi populasi pen-
duduk dikedua sisi selat sempit
serta kapal-kapal'lain didekatnya.

.r_"Sebagaj ﬂustrasL energl yang ter- _

- kandung dari sebuah tanker 1ING S

~ukuran. standard saja yaitu: sebesar”_f'_" |

- 125.000 meter kubik adalah seta-.

_ :'jra dengan 7/ 10 megaton TNT atau_"

'._1.""."-.jutnYa mengaklbatkan bencana -
" _".l'-"penccmaran laut dan pantal di

sekitar 55 buah bom atom yang

= di}amhkan di H1rosh1ma N

: .'-'Z'Sehtibungan dengan’ buﬂ'r’ T diatég %
E perlu dicatat bahwa kemungkinan
: tumpahan ‘minyak ‘dilaut tdak

“harus selalu disebabkan olch kapal

tanker, 'sebagai contoh kapal-ka-

pal container generasi ke VI (lihat
gbr. 4) sekarang ada yang mem-
punyai kapasitas tangki bahan

“bakar sampai dengan 10.000 ton

atau sama dengan ukuran sebuah
kapal tanker kecil, dan dengan
memperhitungkan kecepatan ka-
pal-kapal container tersebut, dapat

‘kita bayangkan potensi tumpahan

minyak dan pencemaran yang fer-

(19561970

st P T waated Cirga Vezesl
@ Convarta s Tanker

Draft TEU
1351:1 S B 500
200 m <30 !'t B0

DGO ~ v
(1970-1380) E B
N o R | S

Caltular Containarehip

jf 218 s‘%‘ﬂiig%“

5F

. 250m i ao00
.5 Third Panamak Clase $1-12m
{1980-1988) !
! 280 m 4000
Faurth PostFanamac 275~ 1M443m ]} 4,000
£1988.2000; ] W 7 305 jiaea3m il 5,000
Poat Pansaiax Plus
Fifth 13-14mii 5,000 -
(20002005 338 m s aen ] om0
Bhxth A -
Goosy 455 m-{{11,000

29T fl som 114,500

Gbr. 4 Kapal Container generasi ke V|




o oakan: dapat memacetkan seluruh_'
: ':"-la}u-hntas Selat sehmgga bencana_ -
e __.Ztersebut selan]utnya dapat meng-
'- _".-akibatkan efek domino atau ben—-_'

e duduk peswu* dan tatanan ekono—
~mi kawasan ‘maupun. bagi kawa-
;_-san-kawasan 1amnya ‘yang meng-
. gantungkan Jalur logistlknya me-
.-1alu1 Selat Malaka &,

. .Mcgingkat_nya_ ;l_al_ufi_in_tas kapal
- pengguna selat setiap tahunnya da-
~lam arah Timur maupun Barar (+/
- 70,000 kapal pertahun) serra me-
_ningkatnya jumlah Ferry penyebe-
-rangan dengan arah memotong
arus. lalulintas selag, berpotensi
untuk terjadinya tubrukan yang

dapar. menyebabkan korban. jiwa

yang banyak

. Perlu )uga diakm bahwa dengan
dltetapkannya_Bagan Pemisah La-
lulintas (Traffic Sepamtian Scheme)
dibeberapa bagian di Selar Mala-
ka dan Singapura serta bantuan
informasi dari VTIS (Vessel Traf:
Sfie Information System), menyebab-

'j'UkréALbs’ICi {i:-:vcsli-?n'f'/j GLI-ACUSTUS -20'08 AN

':_-kan lebah teraturnya pergerakkan"l_':;_:_l
'r_:'-'-ikapal kapal dari dan ke arah Tx—:.-.
':_:'mur atau. Barat, namun perlu juga
T _'__.”'diakuz bahwa konsekwenm dari”
4 .}Hal hal pada butir 1 dan 3 d1 atas_ _ .-_'_-3adanya 455 tersebut lalu—lmtas"_ g
. .:'kapal di w11ayah T8S tcrscbut pada'.:--

. :_suatu saat. menjach leblh terkon—_- :

- sentgasi atau semakin rapat dan pa-'_'_ '
~dat sehmgga potensi kecelakaan te- -

7.

tap saja tinggi. Artinya bisa kita
karakan TSS bukanlah jawaban lagi

bagi pencegahan kecelakaan dimaga

-yang akan datang karena pening-
 katan lalulintas kapal. Dengan de-

mikian, perlu dikaji kembali apa-
kah keberadaan TSS tersebut ma-
sth relevan jika PWP diberlakyu-
kan. Bandingkan dengan selat
Torres (Lihat Gbr. 5 butir 6).

Menurut beberapa badan asing dan
dunia diantaranya, U.S. DEPART:
MENT OF ENERGY (4 Jandari
2005) terjadi pendangkalan keda-

laman air di Selat Malaka pasca tsu-

nami di Aceh, sampai saat ini be-

lum ada pernyataan resmi tentang

bagaimana pengaruh pendangkalan
tersebut terhadap karakteristik Selat
Malaka secara keseluruhan, umpa-
manya karakreristik arus, arus pa-
sang surut dan lain sebagainya de-
ngan juga memperhitungkan pa-
lung-palung didasar perairan Kepu-




g JURNALCSI .C:_i:__ o

ol IVIJULLAGUSTUS 20

ek :-'sebagai akibat pengerukan pasir..
secara: besar—besaran Hal tersebut

_-:_;_lfsangat pentmg mengingat kepadat~ _'-ml adalah’ dengan menguatkan/ me-

- andan potensi pemngkatan lalulin-

= .-f.-tas kapal kapai d1tm]au dan seg1 _.

L keselamatan

'8_._'*Ma81h berkaltan dengan butlr 1
:menurut IMO (IntemzztzmﬂlMarz-
~zime Organization) sela,m kemung—
~kinan pencemaran. akibat bahan
= .-baka_r minyak, terdapar juga bahan
--pencemar lainnya yaitu antaga lain

muatan cair beracun, zat-zat ber-

- bahaya, air kotor dari kapal, sam-

pah kapal dan emisi dati kapal

‘keudara/keair, spesis baru yang
- merusak spesis laut setempat me-
~lalui pembuangan air ballas kapal,
- bahkan disinyalir pencemaran ling-

kungan kehidupan laut dapat dise-

babkan oleh suata yang ditimbul-
kan oleh kapal-kapalyang lewar.

Dengan semua pendataan di atas ter®
sebut kalau kita mengacu pada hasil
Konperensi OSCE (Organization for
Security and Co-operation in Europe)
Tanggal 28-29 Januari 2008 di
Viena, pada sesi II dengan makalah
“Environmental and economic aspects
Dr. Anita
Makinen, Kepala Program Kelauran

of maritime co-operation”

-i.'.::'f-iauan Rlau beberapa tahun s;iam._::_' Fmiandxamenjeiaskan B'ahw:i t’intiik.f -

menanggulangi akibar- akibat darii_'
kepaikkan kegzatan di laut sekarang |

netapkan Marztzme Tiaffic Regulzztzon |

and Memures yang terdiri dari pe—

netapan-penctapan - ¢
1 Pszmczz!czrly Smsztzve Sezz Arezz stzz—
tus (PSSA) dan langkah- langkah

E perimdungannya '

2, 'Rautéz'ng mec_zwres contohnya dae-
rah larangan, Bagan Pemisah La-

- dulintas (TSS), alur laut dalam,
Wajib Pandu (Mandatory Pilotage),
. Wajib kawal ‘tunda (Mandatory
Escort Towing) dan sebagainya.

3. Special Areas sesuai konvensi
MARPOL 73/78 umpamanya (Azn-
nex I — Oil, Annex VI — air emist
51075).

Langkah-langkah sepersiditerangkan
di-ataslah yang'digunakan oleh Aus-
tralia dalam usahanya untuk menetap-
kan PWP di Selat Torres. Terbukti
dengan keluarnya resolusi IMO no
MEPC.133(53) Juli 2005, Selat Tor-
res ditetapkan sebagai Daerah Laut
Peka Khusus (Particularly Sensitive Sea
Area) yaitu suatu daerah lingkungan
kelautan yang memerlukan perlindung-




o -,an khusus daﬂ IMO karena keumk—
e :_’an Lelangkaan dan keragaman ekosxs—_ ;
- temnyaserta mudah terdegradas1 oleki
- :'j_'-:-sebab kejachan aiam atau: kegiatan
- manusia, dan/atau menonjolnya dae-
= rah tersebut dari. scgi somal kuitural

"-'-'dan ekonoml untuk panw1sata dan

o kcperluan ilmiah atan nilai sejarah

| ‘dimana keadaan keadaan tersebut
';menjadi mudah rusak karena kegiat-
an pelayaran mternasmnal Singkat-
'nya, walaupun denga,n perjuangan yang
panjang setelah penetapan PSSA tet-
scbut Australia kemudian dengan le-
luasa dan dengan relarif sedikit resis-
tensi dari dunia Internasional mem-
berlakukan PWP di Selat Torres bagi

semua kapal yang melintas.

Sebagai benchmark (pembanding),
perlu kita lihat beberapa data seba-
gai perbandingan Selar Malaka dengan

Selar Torres :

-_;URi\z'Aifi:s_:léi Voi.--'W)}ULi;AGUSTQS -'2003':-‘ Noo2d

Sebenamya maﬂh banyak data perban—;f:'-

dinganyang dapar dimasukkan dalam .
_tabel.diatas, tersebut umpamanya,’
- Jumlah populasi penduduk pesisir-dari
_ negara pantai dikedua sisi selat, jum-_'_.
- lah dan Tuas daerah pesisir untuk pe-
"manfaatan sumber daya laut, jumla}x':'_"'
' pelabuhan, jumlah lokasi pariwisata,

objek sejarah dan lain sebagainya,’s na-
mun dengan melihat data-dara di atas
tersebut (Gbr. 5) saja maka tidak téf-
lalu-sulit bagi kita untuk mengetahui
bahwa Selat Malaka mempunyai lebih
banyak faktor yang langsung berpenga-
ruh pada keselamatan pelayaran serra
lebih kritis dibandingkan dengan se-
lat Torres dan apabila kita dengan te-
pat dan cerdik menggunakannya se-
bagai justifikasi, maka diharapkan
akan tidak terlalu sulit untuk dapat
memperoleh dukungan dan pengakuan
dunia akan perlunya penetapan dae’
rah wajib pandu.

No | HAL PEMBANDING Selar Malacca Selat Torres
1 | Negara Pantai Indonesia, Australia, Papua
' : Malaysia, New Guinea
Singapura,
Thailand
2 | Lebar Selat 1,5 mil (minimum) 90 mil
3 | Panjang Selat 621 mil 150 mil
4 | Rata-rata kedalaman di selat 25 meter 10 s/d 50 meter
5 1 Jumlah kapal yg lewat per tahun 70,000 3000
6 | Traffic Separation Scheme (TSS) 9 buah Nil

Gbr. 5 Tabel Perbandingan Selat Malaka dan Safat Tores




- _.'-:.'_..’.'i;s.ekarang adalah adanya. perubahan |
“cuaca global karena dimasa 3 yang: akan -

- Alrernatif tandingan selat

Untuk mefumuskan kebgakan-kebl-
h "'._jakan 'Yang men)fangk“t kelauran,
O _alah satu peltlmbangan yang'ﬁ.

1dan. pentingfyang harus dipakai

E -Zdatang sebagai akibat semakin ndak

teratur dan semakin buruknya cuaca

"__'.maka alan ada Ppenetapan route pe-
'layalan baru, contohnya jalur utara
(Gbr 6) maupun ah:ernatif lamnya

Gbr. 6 North Route (Ja{ur.Ut.ar.a)

Pada tahun 2005, sebuah laporan
mtemai ya_ng dlSlapkaIl untuk Men-
teri Pertahanan “Amerika Serikat
Donaid Rumsfeld dlbocorkan ke
Surat Kabar %s/amgtm Tirmes, mem-
beberkan tentang strategi China un-
ruk menghmdan Selat Malaka, me-
rencanakan pembangunan Terusan Kra
Isthmus (Gbr. 7) lengkap dengan
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kzuaﬂ .pangka]an—pangkalan terdepan—j: :
nya dan_ _pengamanan energy, China

mempexiﬂrakan penyelesman proyek' -
| tersebut daiam_'_ 10 rahun dengan me
hbatkan sekitar: 30. 000- pekerja'" de-
ngan bxaya sekitar 20°5/d 25 mllyar
~dolar. Demikian Juga. jepancr pada' "
‘tahtin. 1983 pernah secara intensif

mempela}an tentang kemungkinan
mendanai terusan Kra atau Thai Canal

'_c_hsar_npmg .tentunya -interest .__da_r_l

Gbr- 7, Kra Canal- Terusan Kra sebagai altematif.

pemerintah, Thailand sendiri. Renca-
na ini karena satu dan lain sebab be-
lum terealisasi.

Kita ambil contoh pemerintah Malay-
sia pada bulan Mei tahun lalu meng-
umumbkan akan dimulainya pemba-
ngunan jalur pipa minyak sepanjang
320 kilometer di bagian Utara Malay-




1tran$pért1r melaiu ': Selat Malaka

ok ésuksesannya oieh kalangan permi-
f;'fnyakan mengacu kepada kegagaian
" bebera apa proyek sejems yang dicanang-

b :5kan Thalland sepertl Terusan Kralalu .

E proyek pipa sepanjang 240 kilomerter,
tetapi ]zka benar-benar Selat Malaka
;jndak aman dan semakm mahal serta
fruwet dengan adanya segala macam
“aruran, maka alrernatif yang pernah. d;—
rencanakan oleh plhakvplhak seperti

:dlsebut dlatas akan menank bagi tran-
sportn mmyak maupun pencrusaha
_kapal pada umumnya, dan pada akhir-
nya kita tentu paham akibar ekono-
mi ba01 negara- ' negaravpantai Selat

Malaka.

Kemajuan teknologi dibidang pem-
buatan kapal pun juga sudah harus
* diperhitungkan oleh pembuat kebi-
jakan kita yaitu dengan makin be-
sarnya kapal-kapal conrainer selain
tentunya kapal-kapal tanker yang ada
sckarang ataupun dengan wacana

akhir-akhir ini dari beberapa perusa-

e haan pelayaran erkemuka dléun
:"f_yang melihat kczpzzl selam dafgmg se-
'bagaz aiternanf pka perubahan cuaca

| f”dari perairan- perazran yang ndak.fi
*‘aman untuk navigasi dlpermukaan air
_:-Sebenamya ide ini bukanlah sesuatu_':
‘yang baru karena General Dynamlcs_' -

Wa]éupun’hal ini 'banyak dlsang51kan o

ol. IVJULLAGUSTUS 2008 -X

.-global akan. membuat cuaca buruk-f:" |
:_' dilaut lebih tidak menentu dan lebih -

: -_=buruk atau untuk dapat menghin-

Corperation p,ada tahun 1970 “an
pernah mempelajari kemungkinan -
untuk membuat kapal selam tanker
ING (Gbr.8). Rusiapun perhah
mempelajari kemungkinan kapal per-
mukaan yang bisa setengah menye-
lam (Gbr.9); unetuk mengecoh kapal
perang lainnya yang bukan tidak
mungkin konsep-konsep tersebut
kelak diterapkan untuk kapal dagang
namun dengan maksud mengurangi
besarnya bagian kapal yang beradd
diatas garis air (superstructure) yang
rerbuka terhadap cuaca permukaan.

Gbr. 8 Kapal selam tanker LNG
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Sedaﬁcrkan altemauf pemakaian se-
lat-selat iamnya seperti ‘Selat Sunda
dan Selat Lombok, Walaupun mamh
berada diperairan kita harus juga
mendapat perhatian, paling tidak Selar
Malaka dapat menjadi benchmark
bagi penetapan kebijakan yang sama
yang disesuaikan dengan karakteris-
tik selat serta terkait aspek lainnya,

Rencana penetapan PWP di
selat Malaka adalah sebagal
Proyek Nasional %

Arti laut bagi bangsa Indonesia seea-
ra konseptual adalah (i) sebagai sum-
ber nafkah (i) sebagai medium pe-
mersatu (iii) sebagai medium perta-
hanan. |

Sektor kelautan bersifat multisektoral
karena mencakup beberapa bidang
pembangunan yang satu sama lain
saling memiliki keterkaitan vertikal

- maupun horzsontal mlsalnya, trms«'-' e
portasi laut dan- kepelabuhanan: dan-'_'-;__'
.:ﬁ_"pari‘msata bahari, perikanan dan in- -
'_;Idustn pengolahan serta perkapalan;
Bersifar lintas sektoral Karena sektor---'
 kelautan. mencakup kewenangan be- -

-~ misalnga; perhubungan ‘pariwisata
© dan budaya, energi‘dan sumber daya -
mineral serta kelautan ‘dan perikan-

an, Dephan TNI»AL dan POLRI

Oleh karenanya dalarn kaitan Selat
Malaka khususnya untuk penetapan
perairan wajib pandu, sudah sepatut-
nya Departemen Perhubungan seba-
gal pemrakarsa projele Nasional ini
dapat menggandeng instansi-instansi
pemerintah terkait lainnya dalam usa-
ha memperoleh lebih banyak pertim-
bangan dan masukan.

Sebagai contoh, pengakuan intetna-

_ sional terhadap ALKI (AlupTaut Ke-

pulauan Indenesia)y"menimbulkan
kosekuensi untuk lebih memperhati-
kan aspek pengawasan dan pengaman-
an, utamanya terhadap kemungkinan
infiltrasi dan subversi termasuk dida-
lamnya jaminan keamanan terhadap
pengelolaan sumberdaya laut di sepan-
jang dan di sekitar ALKI. Dalam hu-

bungan ini, Indonesia dituntut untuk

berapa institusi negara yang memi-
liki bldang kerja: yang terkait laut,




. .tuna dan ALKI Ia_mnya Dengan de=
E _m;klan, rencana penetapan Selat Ma-

B :._-laka sebagaz perairanswajib pandu
e khususnya di bagian selat yang bera-
~dadi leayah kedaulatan Indonesia

B '..'sed;lﬁu_t banyakakan berpengaruh pada

| peﬂerit'uﬁan"faktor‘-faktor pertimbangan
untuk menetapkan kebijakan institu-
s1onal ‘masing-masing instansi umpa-
manya bagi TNI AL dalam menentu-
kan perairan rawan oleh karena PWP
yang akan ditetapkan nanti akan meng-
ubah -karakteristik perkiraan ancam-
an yang disusun sebelumnya, demikian
pula dengan parameter kebijakan ins-
tansi lainnya misalnya dengan POLRI,
Departemen Luar Negeri, Departemen
Dalam Negeri, Departemen Kelautan,
Departemen Pertahanan, Pemerintah
Daerah dan lain sebagainya,

Oleh karenanya langkah“koordinasi
dengan menggandeng instansi-instan-
si pemerintah terkait oleh Departemen
Perhubungan dalam rencana perairan
wajib pandu (PWP) ini sebaiknya di-
lakukan,

Penutup

Meskipun habitat bangsa Indonesia

Hha puluhan ‘tahun, se;ak proklarna
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_:.:__gdapat membenkan jamman keaman— _'adalah laut, hal ini bisa d1bukt1kan'_f: ‘

._ Can antara laan di Selat Malaka Selat-
L Smgapura, Selar Philip, perairan Na- -

dari kenyataan bahwa laut kira leblhf_"_"'
besar dari daratan, akan- tetapi. sela-

kemerdekaan Rl sangat terkesan |

kirang, perdult v painya B

miliki ecean policy, apalagi lagi me-.
nyangkut ocean governance. -

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mencanangkan visi pembangunan
diubah dari pembangunan berbasis
daratan menjadi pembangunan ber-
basis kelautan. “Jangan kita biarkan
kekayaan laut kita dinikmati nega-
ra lain,” ujar beliau dalam sambut-
an perayaan puncak Hari Nusanrara

ke-7 tahun 2006, di Pelabuhan ASDP
Teluk Bungus, Teluk Kabung, Padang,
Sumatera Barat, Senin (18/12).

Oleh karenanya, prakarsa Departe-
men Perhubungan dengan‘merenca-
nakan penetapan perairan wajib pandu
(PWP) di teritorial kita di selat
Malaka yang sarat dengan silang ke-
pentingan internasional itu merupa-
kan bagian dari pemenuhan himbauan
Presiden dalam usaha merubah para-
digma Nasional RI yang harus di-
dukung oleh seluruh bangsa kita.
Semogallld
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A Chohq Klrom, Dlrektur Pela—
buhan & Pengerukan, Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut — De-
parternen Perhubungan RI — Ja-
ngan Menjual Negara, Jurnal In-
telijen & Kontra Intelijen Volu-
me IV, No. 23 — Mei - Juni 2008.

Achmad Sutjipto, Laksamana TNI
AL - Peran TNI AL dalam Men-
dukung * Industri  Kelautan
dan Perikanan - Desember 30,

2007 in institusi.

Robert Mangindaan, Laksda
(Purn}, Tenaga Ahli Profesional
Lemhannas RI, Ketua Forum Ka-
jian Pertahanan & Maritim, Jakar-
ta - Keamanan Nasional: Suatu
kebutuhan Nasional? - Jurnal In-
relijen & Kontra Intelijen Volu-
me IV, No. 23 — Mei - Juni 2008.

Soeparto - Kegiatan bisnis alih-

muat kapal ke kapal di kawasan

perbatasan, Selat Mala_ka kepuw._ _E
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' rl-Februan 2{)08

Janua« '

Agus . Djamll - Negen D1 Batas ._ .'

Dua Samudra Menggenggam Urar
Nadi Bkonomi Dunia - INOVASI
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Kamarulzaman Ahmad Badarud-
din, Assistant Chief of Staff (plans
and operations), Malaysian Navy
- Malacca Strait depth altered af-
ter tsunami - The Swar/ ANN,
Kuala Lumpur — The Daily Star
—Februaryl, 2005

Muhamad Karim - Penulis, pene-
liti CIDES Indonesia - Pemba-
ngunan Kelautan di Persimpang-
an Jalan - Suara Karya - Kamiis,
19 Mei 2005

Jean=Paul*Rodrigue - The Geog-
raphy of Transport System - Dept.
of Economics & Geography, Hof-

stra University, Hempstead, NY,
11549 USA.

Penny Burtwe (Ms) - Acting High
Commissioner, Australian High
Commission - Compulsory pilot-
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